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Abstract
Terrorism today is wide and varied, with the clarity that terror is not a form of destructive violence, with crimes against peace and security of mankind (crimes against peace and security of mankind). Terrorism is a common thing if you are a separatist, become a fighter, liberate crusaders, militants, muhajidins and others. Justifying terrorism with reference to: "The true meaning of jihad, is far from suppressing terrorism by attacking the population of war". Terrorism is often seen from religion. However, the decision has legal force, with allegations that terror must be carried out by humans with inherent rights from regulation. This means that a person may not be stigmatized as a terrorist prior to a court decision declaring him/herself a perpetrator of a criminal act of terrorism. The research method used is the normative juridical method, meaning that the method with a review of the literature from the main references discussing the crime of terrorism must go through a court decision. Finally, the author concludes that the regulation of combating criminal acts of terrorism is to avoid stigma that is contrary to the human rights mechanism, processes the law in a fair, respectful manner, resolves with basic guidelines and has effectiveness. The policy for this is carried out with anti-terrorism and counter-terrorism. Even if there must be an arrest of suspected terrorist perpetrators, it must be provided that there is sufficient evidence and that becomes a phrase, raises various meanings, meanings, does not lead to arbitrary prosecution which leads to violations of human rights.
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Abstrak

Terorisme dewasa ini luas serta beragam, dengan kejelasan jika teror bukan wujud kejahatan kekerasan destruktifnya, dengan kejahatan pada perdamaian serta aman dari umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Terorisme hal yang umum memparkan jika separatis, menjadi pejuang, membebaskan pasukan perang salib, militan, muhajidin serta lainnya. Membenarkan terorisme dengan acuan : "Pemaknaan yang sesungguhnya jihad, ialah jauh dengan penindakan terorisme dengan penyerangan kependudukan perang ".  Terorisme menjadi sering nampak dari agama. Namun, putusannya, sudah berkekuatan hukum, dengan dugaan teror harus dilakukan manusia dengan hak yang lekat dari regulasi. Artinya terhadap seseorang tidak boleh ada stigma sebagai teroris sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan dirinya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode yuridis normatif, artinya metode dengan kajian dengan kepustakaan dari acuan yang pokok membahas mengenai tindak pidana terorisme harus melalui keputusan pengadilan. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan penganggulangan tindak pidana terorisme untuk menghindari stigma yang bertentangan dengan hak asasi manusia mekanismenya, memproses hukum dengan keadlan, hormat, menyelesaikan dengan rambu yang mendasar dan mempunyai keefektifan. Kebijakan untuk hal itu dilangsungkan dengan antiterorisme serta kontranya. Kalaupun harus ada penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme harus dengan syarat adanya pembuktian dengan yang cukup serta yang menjadi frasa, memunculkan beragam arti, makna, tidak memunculkan penindakan kesewenangan yang menjurus kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci: Penegakan Ham Terhadap Tindak Pidana Terorisme

A. PENDAHULUAN

 Terorisme menjadi acuan dari adab yang modernisasi. Sifat dan penindakan pelakunya, dengan maksud yang mengacu, mendukung dan hasil menjadi harapan yang menjadi pencapaian, target dengan metode yang beragam, hingga jelasnya melihat jika teror ini bukan wujud kejahatan, dengan perdamaian dan keamaman umat humannya (crimes against peace and security of mankind) (Mulyana W. Kusumah, 2002). Hal yang menjadi sebab timbulnya pidana terorisme ialah yang berdampak pada pemaknaan dan kandungan kata teroris, juga terorisme. 
Walaupun aksi terorisme dari beragam daerah, dengan beberapa tahun akhir, banyak dilangsungkan oleh orang indonesia dengan sedikitnya ada aktor dari luar. Akan tetapi, dilakukan bantahan jika aksi ini ialah penggabungan dari pelaku dan jejaringnya. (Hikam, 2016). 
Hal umum dari para terorisme, menyebut jika separatis ini membebaskan, masuk perang salib, militan serta lainnya. Membenarkan di mata terorisme, ; pemaknaan menuju dengan jihat, ialah jauh dengan penindakan terorisme dengan penyerangan sipil dengan keterlibatan perang. Terorisme dengan berdampak dengan atas nama agama (Adjie, 2005).
Aksi teror dengan pemaparan sudah tercorengnya nilai kemanusiaan, martabat bangsa serta norma agama. Teror memperlihatnya nyata tragedi HAM. Eksalasi yang berdampak muncul dengan lebih banyak menyentuh dengan harkat dan martabat, yang menjadi tujuan dengan mulia, kedamaian dengan dikalahkan teror. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya dilakukan pergeseran menjadi terorisme (Adjie, 2005).
Namun putusan lampuanya, sudah memiliki kekuatan hukum dengan ketetapan, dengan dilakukan manusia itu lekat dan dilindungi. Artinya terhadap seseorang tidak boleh ada stigma sebagai teroris dengan adanya putusan pengadilan, dengan pernyataan dirinya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Mereka dengan tuduhan diadili hukum, dengan mengedepankan asas. Hal ini didekatkan dengan Hak Asasi Manusia serta menanggulangi terorismenya (Lukman, 2020).
Pendekatannya dengan basis HAM, terorisme dengan alokasi tidak ada penyebaran luas pada masyarakat. Pendekatan ini dengan penempatan teroris dengan pelaku di lapangan dengan semata banyaknya korban. Pemeriksanaannya, dengan perolehan banyak data dengan informasi mengenai terorisme, yang menjadi tersangkanya dan lainnya. Pemaparannya, dengan kegunaan dan penelusuran dengan kepentingan mencegah dan penindakannya. Penegakan hukum dengan media dengan melangsungkan salah dan melanggarnya hukum dengan abai pada HAM. 
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap penanganan pelaku tindak pidana terorisme melalui putusan pengadilan, maka penulis menganalisis Putusan pengadilan Tinggi DKI Nomor : 12/PID/2016/PT.DKI. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwanya adalah JUMARDI alias ARDI alias DIKO (30 tahun) yang bertempat tinggal di Desa Taunca Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso. Proses sidang Pengadilan Negeri Jakarta, terdakwa terbukti melakukan mufakat jahat, mencoba ataupun membantu tindak pidana, kesengajaan untuk memakai kekerasan yang muncul dengan keadaan teror dan yang muncul, untuk menimbulkan hal yang rusak atau yang hancur obyek vital ataupun publik. Perbuatan dengan dakwaan dan ancaman Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperkuat oleh Putusan pengadilan Tinggi DKI Nomor 12/PID/2016/PT.DKI dengan memutuskan : Menyatakan Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO pembuktian dengan sah, dengan para terdakwanya. 
Perumusahan permasalahan dari penulis jurnal yaitu: 1) Bagaimana pengaturan penganggulangan tindak pidana terorisme untuk menghindari stigma yang bertentangan dengan hak asasi manusia? Dan 2) Bagaimana pertimbangannya dari hukum hakim, dalam penjatuhan putusan dari sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 12/PID/2016/PT.DKI?.
Metode penilitian yang penulis akan gunakan adalah metode yuridis normatif, artinya metode melalui kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dengan acuan yang terpokok, membahas, penetapan, melalui keputusan pengadilan.
B. PEMBAHASAN I
Kebijakan peradilan pidana (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan criminal (crime policy), yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan kata lain, kebijakan kriminal adalah masalah politik kejahatan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan kriminal juga sering disebut sebagai bagian Tindakan penegakan hukum yang berlaku dalam sistem sosial dan Sistem hukum untuk mencapai tujuan negara. kebijakan criminal juga berarti bagaimana hukum pidana dirumuskan baik dan benar. Pelaksanaan kebijakan peradilan pidana berarti bahwa negara bertekad untuk mencapai hasil legislasi yang terbaik karena memenuhi persyaratan keadilan dan kemudahan penggunaan.(Rani Purwaningsih, 2016) 

Rentetannya, dengan jumlah daerah di Indonesia, dengan penjumlahan yang mendorong pemerintah, bertindak dengan lebih keras lagi pada kelompoknya. Munculnya wancana dengan terlibatnya TNI, memberantas terorisme ini. Akan tetapi, patut menjadi perhatian dengan siapapun, menangani ini tetap dengan pijakan HAM. Prakteknya, menanggulangi ini dengan banyaknya negara yang menegaskan HAM dengan dorongan aksi (Alston, Philip, 2008).
Menurut Gufron, dari rujukan yang terjadi negara lainnya, Indonesia menjadi demokrasi dan negara hukum dengan ketetapan due process of law.  Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, menangani memperkuat tanggungan negara, tanggungan dan melindungi HAM. Demikian, dengan HAM ini butuh dikesampingkan. Gufron menilai, jika sistem ini dengan proses hukum yang semestinya dengan rambu dasar dan keefektifan masyarakat, mengupayakan menyelesaikan hal itu. Akan tetapi, menanggulangi harus dilangsungkan kebijakan tersebut. Antiterorisme ini dengan pencegahan dan tumbuhnya kesempatan melakukan hal tersebut (Alston, Philip, 2008).
Kontra-terorisme ini dengan acuan aspek penindakan pada aksi teror. Maka, menteri pertahanan ini menilainya jika ancaman itu hal yang sebenarnya dan tidak bisa diganggu untuk keamanan negara. Dikarenakan hal tersebut, Menhan dengan pernyataan terorisme dengan memakai step biasa saja. (Aswanto, 2009).
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD ikut dengan tanggapan merevisi untuk memasukan tentang perlindungan HAM terhadap terduga tindak pidana teorisme. Ulur mengulur terorisme dan kekawatiran ini melanggar HAM ialah salah satu sebab pengesahan undang-undang. Hal ini dengan pengesahan itu sama saja dalam pembiaran terorisme HAM (Alston, Philip, 2008).
“Berhalangannya dalam mengesahkan undang-undang, alasannya untuk perlindungan HAM orang, dengan terorisme dengan pembiaran HAM dengan melanggarkan terorisnya”.

Mahfud MD juga memaparkan jika pengesahan UU ini penindakan perlindungan HAM serta negara. “Pengesahan UU ini, perlindungan HAM dengan hukum yang tinggi. Tingginya hal itu dengan pengesahan. Peluang tersebut dengan politisi dan mengesahkan dan pemabahasan dari setahun. 
C. PEMBAHASAN II

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa dengan ancaman dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 dengan penetapan dari UU 15 tahun 2003; Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2015 terhadap Terdakwa yang hal yang pokok agar Majels memutusl pernyataan jika terdakwa sudah dibuktikan jika bersalah dengan pendakwaan Pasal 13, UU Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, dengan pendakwaan sementara dari terdakwanya;

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 901/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Tim

Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM ., tanggal 7 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO pembuktian dengan kesahan. Menjatuhkan terdawanya dengan penerapan masa untuk menangkap penanahanan terdawa, kurang dengan jatuh pada penetapan terdakwa;

3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Adapun pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI adalah sebagai berikut : Mempertimbang Akata Nomor 55/Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur memaparkan putusan 901/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM , tanggal 7 Desember 2015, dan apa yang dimintakan, dengan Penasihat Hukum. Mempertimbangkan Memori Banding, dengan salinan berdasarkan penyerahan memori banding, tanggal 13 Januari 2016 serta salinannya kontra dengan pemberitahuan penyerahan dengan Banding Nomor 901/PID.SUS/ 2015/PN.JKT.TIM, tanggal 20 Januari 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/154/Hk.01/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor  901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. penguapan 7 Desember, dengan apa yang dimintakan bandingl Mempertimbangkan pemeriksanaan dengan cermat, dengan Berita Acara, pembuktian dengan salinan Putusan dengan tuntutan, setelah memperhatikan hubungan yang sesuai, dengan kenyataan hukum dengan sidang dan tepat dengan sebenarnya. Ketepatan Majelis Hakim dengan pemilihan untuk pertimbangan terdakwanya, serangkaian apa yang diperbuatna Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003. Karena itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 ; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan membenarkan dari Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003, maka ketepatan dengan pembuktian dari; dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal hal yang menjadi alasan dalam pengeluaran ataupun pengalihan status dari penahana terdakwa, dengan pemerintah dengan tahanan Rumah Tahanan Negara ; Penimbangan, jika karena memberiksa pengadlan ini dengan pendakwaan tetap dalam pernyataan, penjatuhan sanksi dengan ongkorsnya dari dua tingkatan; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya asal 67, Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;
4. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 12/PID/2016/PT.DKI

Putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan : Penerimaan apa yang dimintakan banding penuntut umum, pengubahan pengadilan Negeri Jakarta dengan permintaan banding ini tentang pidananya, hingga amar putusan yaitu : Dengan pernyataan jika terdakwanya terbukti dengan keabsahan keyakinan dan terorisme pidana; Penjatuhan pidana ini pada terdakwa dari tiga tahun, penetapan masa penangkapannya, menahan dan menjalani terdakwa dengan kurangnya keseluruhan pidana yang jatuh; memerintahkan terdakwanya dalam tahanan.;
D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pengaturan penganggulangan tindak pidana terorisme untuk menghindari stigma yang bertentangan dengan hak asasi manusia  dari mekanisme dan proses hukum yang semestinya, hormat pada HAM, menyelesaikan permasalahan dengan rambu rambu yang mendasar serta efektif. Kebijakan itu untuk pengulanagn yang diharuskan dengan pembuatan kebijakan dari antiterorisme dan kontraterorisme. Kalaupun harus ada penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme harus dengan syarat adanya pembuktian permulaan dengan beragam pengertian dan makna, memunculkan kesewenangan yang sewenang-wenang yang menjurus kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia ;
b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 12/PID/2016/PT.DKI : jika pemeriksaan dengan mengacu cermat, dengan Berita Acara, dengan isis saksi Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Desember 2015, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa ; bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti dengan pengajuan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pertama, tentang kenyataan hukum yang diungkapkan; jika kenyataan hukum terbukti itu, dengan ketepatan dengan Majelis hakim memilih pertimbangan kedua, oleh karena itu, kenyataan hukum terbukti memunculkan serangkaian uraian dakwaanya. 
2. Saran

a. Untuk menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, hendaknya penegak hukum tetap berpedoman kepada ketentuan dan syarat adanya bukti permulaan yang cukup sehingga terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia ;
b. Majelis hakim, baik di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun di tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) dengan penjatuhan putusan dengan terdakwa dengan pelakunya dalam pemindaanan terorisme tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, walaupun sebenarnya pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri sudah dikatagorikan melanggara Hak Asasi Manusia.
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